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KATA PENGAITTAR

@ngan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat

Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan

Kinerja Triwulan I Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

Anggaran 2019. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan

instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerJa

Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalarn naeningkatkan kualitas pelayanan

ini, dilakukan berbagai penyempurna*n terhadap sumber daya manusia yang

ada serta ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanan pubtik. 
,

Materi l"pqran antara tain meaguraikan tentang capaian Indikator

Kinerja Utama ry1q telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Setatan, j.rg*' termuat isu strategrs yang dihadapi berikut dengan

tirdak lanjut.,yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupltqn 'Hulu

Dernikian laporan ini kami sampaikan; semoga tr aporan Akuntabilitas

Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungiarraban kinerja serta

peningkatan kinerja bagi selumh perangkat organisasi Diaas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ihndangan, April 2019

Kepala Dlaas,

ALI FACHIR, SH. MH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19590316 199103 1 001
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BAB I
PEITDAIIULUAIT

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKi) SKPD dibuat sebagai implementasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan

pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungiawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan

atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-

SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungiawaban yang

berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi

pernerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintaha.n secara

baik dan benar (Good Governance) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan

serta dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat.

Tenrujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akrrntabilitas menrpakan harapan semua pihak, berkenaan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungiawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

separa berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungiawab serta
I

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme {KKN}.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 Tentang penyelenggaraa$ negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2Ol4 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut

menyatakan bahwa az,as-?,as umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan

umum, az,as keterbukaan, az,as proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir



kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan men5rusun laporan kinerja sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat

kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Topuksi ini sesuai dengan

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

L.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Dinas Perhubungan Kaabupaten Hulu Sungai Selatan adalah

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wqiib pemerintahan

bidang Perhubungan, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2At6
tentang tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu sungai selatan Nomor 61

Tahun 2C16 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan F'ungsi

serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

p?da pasal 4 ayat (1) adalah membantu Bupati dalam melaksanakan
r.

urusa.n pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu
lintas angkutan sungai dan danau, serta tugas-tugas lain yang diberikan
Bupati sesuai peraturan perundang-und.angan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan renca.na strategis, progr€Lm dan renca.na kerja Dinas

Perhubungan;

b. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan

lalu lintas angkutan sungai dan danau;



c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan
jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan

angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

e. Evaluasi dan pelapora.n kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan
jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksa:raan kegiatan Unit

Petaksana Teknis Daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berilmt :

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksarraa.n

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, serta

tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut:

a. .Koordinasi pen5rusunan rencana strategrs, program, dan anggaran

Dinas Perhubungan;

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasarna, hukum,
huBungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi.

c. Pembinaan dan penataa.an org€Lnisasi dan tata laksana;

d. Pelaksanaarl koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang-

undangan;

e. Pengelolaan barang miliklkekayaan Negara /daerah;
f. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Perhubungan;

g. Koordinasi pen5rusun€rn laporan kinerja, program dan kegiatan;

h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai



Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Ulnuln dan Kepegawaian

Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan surat men5rurat, kearsipan, inventarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas

dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketetalaksanaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Metaksanakan tata usatra dan kearsipan;

c. Menyiapkan bahan dan men5rusun Rencana Kebutuhan Barang

Unit {RKBU) dan Rencana Tahunan barang Unit (RTBUJ sesuai

usulan masing-masing Bidang;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindahtanganan barang;

e. Melakukan penfrrapan bahan penatausahaan d.an inventarisasi

barang;

f. Melaksakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan

akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. Melaksanakan pengelol.raan urusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan lingkungan kantor;

h. Menyiapkan bahan dan menJrusun rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi

kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
t
pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai

meliputi pembinaanr disiptin, pengawasan melekat, kesejahteraan,

pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum

pegawai;

k. Menyiapkan bahan, telatraan dan melaksanakan penJrusunan

peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

l. Menyiapkan bahan dan mengelolan tata usaha kepegawaian

meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi
a}roanci.



m. Men5rusun Standar Operaional Prosedur (SOP) pada Sub B"gran

Umum dan Kepegawaian;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Pereacanaan dan Keuangan

Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan penJrusunan program dan rencana kerja

serta evaluasi dan pelaporan dan men5rusun rencana anggaran,

pengelolaan adminitrasi keuqngan dan pertanggungiawaban

keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagran

Perencanaan dan Keuangan;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penlrusunan program dan

pehrnjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan, akuntansi dan verifrkasi keuangan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan anggaran dan

melaksanakan urusan perbendaharaa.n, pengelolaan penerimaan

negzrra bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah

pembayaran;

d. Menyiapkan bahan pen5rusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan

perubahan anggErran dan melaksanakan urusan gaji pegawai;

e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam

rangka penlrusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan,
jangka menengah maupuul jangka panjang dan menyiapkan bahan
I
pengesahan dokumen anggar€rn;

f. Men5rusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran

belanja langsung, rencaira penerimaan dan pendapatan dan

menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pen5rusunan rencana

anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan dan

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan pertanggungiawaban

keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;

h. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola

perbendaharaan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan
Lnn*tli-ooi -o-t-torrhan ?ah^^6^ ^.r^1"^^; l^- 
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1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa

data dengan bidang LI"A*I dan LLASD dan penyiapan pemantauan

tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugr;

Menyiapkan bahan dan men5rusun konsep laporan kegiatan dinas,

baik laporan rutin maupun laporan insidentil dan merrJrusun

Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencarlaan

dan Keuangan;

k. Melaksanakarr tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris sesuai

bidang tugas.

2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tlrgas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah

pengend.alian, penga.manErn, pembinaan, pengawasan,pengujian

kelaiakan jalan. Fungsi Bidang Lalu Lintas Angkutan jalan

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian lalu

lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

b. Peayusunan program pengawasan dan pengendalian lalu lintas,

prasarana. dan perarrrbuan jalan, pembinaan perparkiran dan

pengujian angkutan umum;

c. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu
lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

, U., Eval-uasi dan pelaporan program penga\pasan dan pengendalian

lalu [ntas,prasarana dan perambuan jalan, pembinaan

perparkiran dan pengujian angkutan umum;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:

1. Seksi Operaslonal Peagendaliaa Lalu Lintas, Prasarara dan

Perambuan Jalan.

Seksi Operasional Pengendalian Lalu Lintas, Prasarana dan

Perambuan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian

lalu lintas , pemetharaan prasarana dan perambuan jalan serta
ADIT f lo--^- -i-^i^- -^k^^^: 1-^;I-'+.
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a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional Pengendalian

Lalu Lintas, Prasarana dan Perambuan Jalan dan APILL;

b. Men5rusun petunjuk teknis operasional pengendalian lalu

lintas, prasarana dan perambuan jalan dan APILL;

c. Melaksanakan operasional kegiatan pengendalian lalu lintas

angkutan jalan, prasarana dan perambuan jalan dan APILL;

d. Menyiapkan dan melaksanakan operasional pengendalian lalu

lintas angkutan jalan;

e. Menyiapkan bahan pemeliharaan prasarana dan perambuan

jalan dan APILL;

f. Menganalisa angka penyebab kecelakaan dan titik kemacetan;

g. Mernfasilitasi kegiatan Pemilihan Pelqiar Pelopor Keselamatan

Tingkat Kabupaten, ?ingfuat Provinsi dan Tingkat Nasional

h. Menyiapkan bahan kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional;

i. Melaksanakan tugas lainnya yarr€ diberikan oleh Kepata Bidang

Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2. Seksi Biae Usaha den Keselamatan Angkutan Jalan.

Seksi Bina Usaha dan Keselamatan Jalan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan pengusaha angkutan umum,
pmbinaan keselernatan angkutan jalan dan pengujian kelaiakan

angkutan umum, dengan rincian sebagai berikut:

a. MenSrusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan

Keselamatan Angkutan Jalan;
I
b. Menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis pembinaan

pengusaha angkutan umurn, pembinaan keselamatan

angkutan jala$ dan pengujian kelaiakan angkutan umum.

c. Memfasilitasi Jernaah Haji dan memfasilitasi pemilihan Abdi

Yasa Teladan Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional;

d. Menyiapkan tempat pengujian kelaiakan angkutan umum;

e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengusaha

angkutan, keselamatan angkutan jdan dan pengujian

kelaiakan angkutan umum.



f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Lalu

Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekst Termlnal dan PerparHran

Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan

pemungutan retribusi pada terminal angkutan umum dan

pemungutan retribusi parkir, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran;

b. Men5rusun petunjuk telmis kegiatan Seksi Terminal dan

Perparkiran;

c. Melaksanakan operasional pemungutan retribusi terminal dan

perparkiran;

d. Menyiapkan bahan pembinaan pengelola perparkiran;

e. Melaksanakan kegiatan penga\ilrasan parkir liar;

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

3. Bidang Lalu Lirtas Angkuten Suagai {en l}amu
T\rgas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah

pengendalian, peogamanarl, pembinaan, pengawasan angkutan

sungai dan danau, prasarana dan perambuan.

Fungsi Bidang Lahr Lin?s Angutan Sungai dan Danau sebagai

berikut:

Pen5rusunan O*T* pengendalian, pengamaqqn, pembinaan,

penga$rasan angkulan st1ngai dan danau, prasara.na dan

perambuan;

, b. Pelaksanaan program pengend.alian, pengamanan, pembinaan,
I
pe&ga\xrasan angkutan sungai dan danau, prasarana dan

perambuan;

c. Koordinasi pengendalian, pengamanan, pembinaan, penga\rasan

angkutan sungai dan danau, prasarana dan perambuan;

d. Evaluasi dan pelaporan pengendalian, pengamarar, pembinaan,

pengawasan angkutan sungai dan danau, prasarara dan

perambuan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau terdiri dari:



1. Seksi Operasional lalu Llntas Sungai dan Danau, Prasarana

dan Perambuan

Seksi Operasional Lalu Lintas Sungai dan Danau, Prasarana dan

Perambua.n mempunyai tugas pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men3rusun rencana kegiatan pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

b. Melaksanakaa kegiatan pengendalian lalu lintas sungai dan

danau, pmeliharaan dan pengadaan prasarana dan

c, Menlrusun,petufrjuk teknis pengendalian lalu lintas sungai dan

danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

d. Melaksanakqn koordinasi pengendalian lalu lintas sungai dan

danau;

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugas.

2. Scksi Biaa Angfutan Sungai llaaau dan Pelabuhan

Seksi Bina engkutan Surlgai Danam dan Pelabuh4n mempunyai

tugas metraksanakan pemhinaan bagi pengguna angkutan sungai
, danau dan pelabuhaq dengan rinciaa sebagai hrikut:

' a. Men5rusun rencana kegiataa Seksi Bina Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan;
' I b. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengguna angkutan sungai

danau dq$ penyeberangan;

c. Menyiapkan bahan dan koordinasi pembinaan pengguna

angkutan sungai danau dan pelabuhan;

d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

4. Unit Pelaksara Teknis Dtnas (UPTDI

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menemui berbagai



1. Kurangnya kesadaran masyarakat memelihara dan menaati rambu -

rambu & APILL

2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan menguji kendaraannya

tepat waktu

3. Terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan yang kompeten;

4. Terbatasnya Ernggaran pengembangan dibidang perhubungan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pen5rusunan Laporan Capaian Kinerja

Tahunan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih darl Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan

Daerah sebag4iryana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8;

5. Peraturan Pernerintah .Neimor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor ' !7 Tahun 2OAT tentang Rencana

Pembangunan Jangfua Panjang Nasional (2OO5-2O25) ;

7. Pelaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengel,olaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dafaq Negeri Nomor 59 Tahun 2OT tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peratrrran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2Ot4 - 2Al8;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentrrkan dan Susunan Perangkat Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016

Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6L Tahun 2OL6

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Trrgas dan Ftrngsi serta

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun

2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten H

Tahun 2015

Pemerintah

Tahun



2.L

BAB II
PERTITCAITAAN XIITER*IA

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui

proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabatan

daripada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan

'Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola pertanggungiawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu sungai Selatan tahun 2o|9-2o23
sebagaimana y€ng telah ditetapkan. Disamping itu pula Rencana

strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu sungai Selatan

diharapkan dapat mewqiudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis

P,emerintah Kabupaten HuIu Sungai Selatan.
t

Pen5rusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupetn

Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan

dengan proses pen5rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2Ol9-2O23, sehingga

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

merupakan hasil rumusa.n bersama seluruh komponen Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan



rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di

muat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang.

Perencanaan strategis mempakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk

diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan

dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat

membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi

pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan Visi,

Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan

hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang Visi, Misi dan faktor-

faktor kunci keberhasilan.

a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

3 TERWUJIIDITYA PEI"AYAITAS SEFTTA SISTEH TRAITSPIORTASI

YANG AUAIT DAN IfYAilAI[ 3

b. Misi

Sesuai dengan visi tersebut diatas, misi yang diemban oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

, 1. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di bidang
Itransportasi angkutan darat, sungai dan danau.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

angkutan darat sungai dan danau.

3. Meningkatkan kapasitas kineda dan pelayanan dibidang

perhubungaa.

c. Tujuau, Sasaran dan Indikator Klnerja Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ttrjuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta

didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kineria Sasaran.



2.2

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam perulmusan yang lebih spesifik dan terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan T\rjuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel2.l
?qfuaa, Sasaran dan IndlLator KiaerJa Sasaran

Dinas Perhubuagan Kab. HSS

Indikator KinerJa Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerap€rn tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pend.ayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2At4 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/O9/M.PAN /5/2oo7 tentang

Pedoriran umum Penetapan Indikator Kiaerja utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

satu tujuan strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.

NO TT'JuAIT SASARAIT IITDIKATOR KINER.'A SASARAIT

7 2 3 4
1 Mengendalikan

infrastrukur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan jafan.

Persentase perurrunan tingkat
kecelakaan la1u lintas darat-

2 Mengendalikan
infrastruktur
ekonomi yang
berkualitas.

Meninglatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan sungai
dan danau.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas sungai dan
danau.

3 Meningkatkan
kualitas
akuntabilitas.
kineda instansi
pemerintah

Meningkatnya
kulaitas
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah

Nitai/predikat AKIP



Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2Ol9 sebagai

berikut:

Tabel2.2
IndiLator KlnerJa Utama Tahun 2OL9

Dlnas Perhubungan Kab. HSS

Ifo
ICnerJa

Utama / Outcomes/TuJuen
Sasaran

IndiLetor KtaerJa
Sasaren

PenJelesan/Form
Perhitungan Sumber Date

1 Meningkatnya tata kelola
lalu lintas angkutan jalan

Persentase
penurua€rn tingkat
kecelakaan lalu
lintas darat

Jurrlah
kecelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
n-l dikali lOO

Bidang Lalu
Lintas Angkutan
Jalan

2 Meningkatnya tata kelola
lalu lintas anglutan
sungai dan danau

Persentase
penumnan tingkat
kecclakaan lalu
lintas sungai dan
daaau

Jumlah
kecelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
a-1dikali IOOO

Bidang LaIu
Lintas Angkutan
Sungai dan
Danau

3 Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kinerja
instansi oemerintah

Nilailpredikat AKIP Hasil evaluasi
AKIPdarr
keuansan daerah

Selretariat

2.3 Perjaaiian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif,

tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek

ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut, dengan begitu,

penarldatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan

strukrur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-

intervensi dari pihak yang tidak bertanggungiawab.

Pen5rusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satlr tahapan

dalarrl Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Al4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan ta:tz- cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam

PERMENPAN No. 53 tahua 2AL4, Perjanjian kine{a merupak€Ln

lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Bupati/Walikota sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusaya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Adapun tujuan dibuatrrya perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen arrtar Bupati dan Kepala SKPD untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalarr pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi (reuotd. and ptttislancn$;

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervise atas perkemb angan/kemajuan kinerja pimpinan

SKPD;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Pedanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai

Selatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Tabel2.3
PerJaqrias trtaerJa Tabun 2019
Innrs P63[a[gqgqn fab. ESS

Ilo Sasaran
Strategis

Iadikator l$aeqfa
Sasa:en Sahran Target

1 Meningkatnya
tata kelola lalu
lintas anglutan
ialan

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas darat

o/o 82,86

2 Meningkatnya
tata kelola la1u
lintas
sungai dan
danau

Persentase penumnan
tingkat kecelakaan lalu
lintas angkutan sungai
dan danau

o/o O (tidak
terjadi)

3 Meningkatnya
kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
ncmerintqh

Nilai/predikat AKIP Nilai A



BAB III
AITIII{TABTLITAS TMTER"'A

Akuntabilitas La.poran Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja triwulan I yang memuat realisasi kinerja

y*Lg diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2Ot9. Dalam bab ini juga

akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran

tahun 2A19.

3.1. Capaian Iadikator Kinerja lltana

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan

d.an kegagatan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran ymtg

telah ditetapkan dalam rangfta mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Htilu Sungai Selatan. Pencapaian tndikator

Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

seperti pada grafik berikut:

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas darat

60,oao/o

50,oo%

4O,AOo/o

30,oo%

2A,OO"/o

1O,Ooolo

o,oo70
Target Capaian

Dari grafik diatas dapat kita trihat bahwa masih tingginya

angfua kecelakaan pada lahr lintas dasat-/jaJan dengan target tahun

2Ot9 yart:u 29 kejadian kecetrakaan atau 82,86a/s penurunan angj<a

kecelakaan dibandingkan tahun latru, sedangkan pada trjwulan I tahun

2OL9 menargetkan 6 kejadian kecelakaan atau 2A,7Lo/a penurunan

angka kecalakaan, tetapi sampai dengan ilIaret. z0lgjumlah kecelakaan

sudah mencapai 15 kejadian atau 51,72a/a dari target yang ditentukan.

rTarget

uCapaian



r
Indikator Kinerja Utama ke 2

Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angt<utan
sunqai dan danau

lOO,OO%

80,oo70

6O,AOo/o

4O,OOo/o

2A,OOo/o

o,ooo/o
Target Capaian

Dari grafik diatas dapat kita trihat bahwa minimnya kecelakaan

pada lalu lintas sunqai d.an danau"

?rtel S"1
I6FOTAT G*PAIA* TTIEIIATOR ETDR.TA TM*IA

IBIEI'I.I* T

BMDASAETTf, PIR,'AIhIIAT ENHJA
TAET'N.f,[GGAf,AD roTg

rTarget
rCapaian

Indikator Kinerja Utama ke 3
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Target

Capaian Masih belum dilaksanakan evaluasi
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Uraian langkah-langkah yang ditakukan dalam mewujudkan

pencapaiarr sasaran dan analisanya dis4iikan pada bagian bawah ini :

Pencapaian sasaran yang pertama diukur
Indikator Kinerja Utama dengan target realisasi yang

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.2
8asar*a IndlLator f,ineqts y1"-" pertamr

Tri*utaa I2(}19

melalui satu

telah diperoleh

Sasaraa Strategis
t

Indihtor XlaerJa
Sasaraa StrategtrB farget Capaiaa

Meaingfuahya tata
kelola lalu lintas
angkutan jalan

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas darat/jalan

2A,7Lo/o 5L,72o/a

Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan jalan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja

Sasaran yang pertama , yaitu persentase pelanrunqn tingkat lceelakaan

lalu tintas darat/jalon kami menargetkan triwulan I tahun 2AL9 sebesar

2O,7lo/o dengan pengukuran yaitu Jumlah kecelakaan sampai dengan

bulan Maret dibagi jumlah target kecelakaan tahun n dikali 100.



Pencapaian sasaran strategrs yang kedua diukur melalui satu

Indikator Kinerja Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.3
Sasaran IndlLstor KinerJa Utane Kedua

Hsulen l2AI9

Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan sungai

dan danau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator
Kinerja Sasaran yang kedua , yaitu petsentase penulunan tingkat

lceelaleaan tatu lintas anglafian sungai d.an darnu kami menargetkan

triwulan I tahun 2OL9 sebesar O% (tidak terjadi) dengan pengukuran

yaitu Jumlah kecelakaan sampai dengan bulan Maret dibagi jumlah

target kecelakaan tahun n dikali 1OO.

Pencapaian sasarafi yang ketiga diukqr melalui satu Indikator
Kinerja Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebalaimana tabel di bawah ini :

?abel3.4
Sasann Iadlhetor Kircrja Utama kettga

' Trtrulan l2,$lg

Sasaraa Strategts Indlhator XtnerJa
Samraa $trategls Target Capalan

Meningftatkrya
tatakelola lalu
lintas angfuuta*
sunmi dan danau

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas anglmtan sungai
dan danau

O {tidat
terjadi)

O {tidak
terjadi)

Sasatao Strategis Ia4rlt*tor BlnerJa
Slasaran Strategis Target Capaiaa

Meningkatnya
ku alitas akuntabilitas
kinerja instansi
oemerintah

Nilailpredikat AKIP

Untuk

Perhubungan

meningkatkan kualitas

sesuai dengan Indikator

akuntabilitas kinerja Dinas

Kinerja Sasaran yang ketiga,



yaitu Nilai/ predikat AKIP kami menargetkan nilai capaian A untuk
tahun 2Ol9 dengan hasil penilaian dari Kemenpan RB.

9.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari LOAo/o

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 1OO%. Selanjutnya

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab tercapai atau tidak tercapainya yang diharapkan.

Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana di

bawah ini:

Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnga tata kelola lalu

lintas arrylantan d.arat/jalan dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu

Persentase penurunan tirqkat lceelakaan lalu lintas arrykutan

darat/jalan dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n \.2 1,.\n
Jumlah kecelakaan t"hm *1 '!. 

ruu

Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya tata ketola latu

lintas anglatton stngai dan danau dengen Indikator Kinerja Sasaran

yaitrx Persentase penutunan tingkat lceetakaan lalu lintas angkutan

sungai dan danant dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n \z 1^^
Jumlah kecelakaan t"h"" *1 "\ ruu

Sasaran Strategis yang kelima yaitu Meningkatnlla lotatitas
akurrtabilitas kineria instansi pem.erintah dengan Indikator Kinerja
Sasaran yaitu Nilai/predil@t AI{IP dengan pengukuran sebagai berikut :

Berdasarakan hasil penilaian laporan AKIP ke Kemenpan RB.



3.3. Evaluasl daa Asaltsis Capaian KtaerJa

Dalam laporan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dapat memberikan gambaran penilaian ting!<at pencapaian

target kegiatan dari masiag-nrasing ketrompok trndikator Kinerja Utama,

dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

kinerja utama ya.ng ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja triwutran I Tahun

Anggaran 2018 terhadap Indikator Kinerja $asaran dapat kami sajikan

sebagai berikut:

Tsbel 85
Crpqiao fircfir Trivutsa I

Dfsatfrtlt ageu
Eebupatco Eulu auugai Aclrts!

Dari tabel,.di ata* disampai waluasi
capaiansebagai'beril-<ut . ' '

daa analisis hasil

Pada Indikator KinelXa Sasaran yaitu Perserrtase penururann

tinglcat lcecelaltaan lata lhrfr,li. angkttan darat/jalan hasil capaian

triwulan I Tahun zALg yaitu 3l,72a/a dari target triwulan I

tahun 2O1 sebesx Z0,7ts/o.

ro slrfrAnrlr
A0BA'IEGIS

tilDlr,rnoB
KSE A
T'SA*4il

Af,IUAT TAffiT
'MDTIT "-nITUL&I

T*reET
t'wurtf I

wt
CAPAIAIT

l/"t

, 2 B 4 s 6 I I

I

Meffirykatoya
tatakelola Iahr
liotas
algkffatr
darrity'ialan

ktientase
p€nlrrunero tlsgkat
keelakaan lalu
Iintas sngkutan
el*tetlieJen

%o 8.2,Wo Tnr 1 20,71 5t,72

2

Meniaglatoya
tatakelotra latu
lintas
arykutan
sungai dan
dglau

Ferwatase
lr@ufll{aa +inglrat
ldaleaa
anglfirtanr $ragai
dsn dararr

Yo o.{Gdsr&
rqidi)

.,,'

Ttr' I o o

3

Meninglalnryi::

ak&tabilita$' ,

instansi , .

nemerinfstr

Nila/prdkatAXIP ftilai A TWl



9.4.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tat kelola lalu linta.s angkutan

$msai daq d.anau

Pada Indikator Sasaran Kinerja yaitu Persenta.se perlurunan

tirrykat kecelakoan Lalu lintas angtattan surryai dan danau hasil capaian

triwulan I Tahun Anggaran 2A19 sebesar O% {tidak terjadi} dari target

triwulan I Aa/o ttidak terjadi)"

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerj a

instansi pemerintah

Pada Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilailpredikat AKIP

berdasarkan hasil evaluasi d.ari Kemenpan RB"

Akuatabilitas Keuangan

Dalam rang!<a rrrenjalankan Trrgas Pokok dan Fungsi serta

mewujudkan target kiaerja yang ingua dicapai Dinas Perhubungan

Kabupaten Huh.l Sr.mgai Senatan rrelaksanakan program dan kegiatan

ya:;lg dianggarkan melalui Anggaran Pendapataa dan Belanja Daerah

{APBD} Kabupaten Hra}u Snngai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran {DPA} Dinas Perhubungan Kabupaten HuXu Sungai Selatan

Tahun Anggaran 2A19 dengan jr.arnlah Anggaran W. 2.521.174.6A0,-

dan capaian realisasi anggaran rmtuk triwutran tr Tahun Anggaran zALg

dana_t dilihat sebagaimana tabel berikr.lt :

ResInBaEf, *agrarar 
"mrtitua 

Aaggrea 2or9
Diras ?ettmLaagan fab. IISS

ilo SASARAIT
STRATSGIS

II*DIKATOR
XI]rEIU}A
SASARAIT

STRATEGIS

PR(X}RAX I(EGIATAff
PAGU

AISC6*R*!5
tRBl

CAPAIATT

RE.ALISASI
(Rpl

o/o

I

Meningfuatnya
tata kelola lalu

lintas
angkutan

daratljalan

Persentase
penurtlllan

tinglat
kecelekaan
Ialu tintas
anglnrtan

daratljalan

Penggndaliarr
dan

pengamanan
Iafiu lintas

Uji kelaiakan
saralla transportasi
guna kesel,arnatan
penu,mpang

501.1zl4.OOO 43.435.OOO 7

Pea.gadaan ram.bu-
rarnbu lalu lintas
dan APILn

164-900.OO0 r53.400.0o0 99,09

Penga.daan rnarka
jalan

168.500.OO0 166.900,000 99,05



Pengadaan rambu
dan
spanduk/baliho di
tempat-tempat

30.ooo.ooo o o

2

Meningfutnya
tata kelola lalu

liatas
angkutao

sungai dan
danau

Persentase
penurun€m

tingkat
kecelakaan
lalu lintas
anglutan

ssngai dan
danau

Pengendalian
dan
pengamanan
lalu lintas
anghrtan
sungei fla11
danau

Pemeliharaan
rambu lalu klintas
sungai dan danau

10.000.o00 0 0

Pembangunan
deraaga

352.979.700 0 0

s

Menia&tnya
lElai

fureancat
AKIP

Pening[atan
perencanaan,

Irelalnre
taFaia[

kine4iadan
kctranrar

Penyusunan
dokumen keungan

4.825.OO0 o o

Penyusrnan
,dirkrimen AKIP

4.796.OOO 0 0

Felayanan
adminiS&ASi
per&antorao

Ferydiaanjase,
dmadminisasi
kantor

115.458.000 9.L42.250 7,95

Fenyedigatrjasa
kmirrikasi,
suiube daSra aA
danfistrik

74.400.mo t2-269.465 16A9

Rnyebqrtrasan
isfmeasi Tugas
Pokokden Ffrngsi
SKFD

14.OOO.O& o 0

Fenyediaan
aakaaandan
lttltltl'lrafl

2a.620.000 2-320.OOO 8,11

lqralilas
aktinfabilitas

kiaerja
fust€nsi

peoqerintah

*

&al,ediaanjasa
tenagapeodukuag
adaini*asi/telcnls
perkantfrm

342.650-OOO 106.O79 .ooo 30,96

Rapat-rapat
koordinasi,
koosultasi dan
lapargaa

290-q)8.sfi) 1t}5-344-70()

Fenyediaan jasa
peralatan dan
p€d€ngkeparl l

kantor :

25.7f8.ztOO r.@6.500 4,O7

Peninek4t:pelayan

pErag(at
daerah

Felayanao la+e{a
peraag[at daerah

447.400-fr)O 9.725.O0O 2,L7

Abdi YasaTeladan 24.1OO.000 o o

FerAilranpelajar
?eloeor
lcsela$ietr*r
bqlatr tbtas

27-235.NO o o

Rn5rcf€nssraaiIr
trrahaoaTata
Nugraha (WTN)

25.440.O0O o 0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dan

fisiknya sudah ada yang mencapai 1OO%.

3.5. Prestasl yang pcrnah diraih

a. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

20t3.

b. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

20L4.



c. Penghargaan dalam benhrk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

2015.

d. Penghargaan Watrana Tata Nugraha Tahun 2016 dengan kategori

kabupaten kota terbaik.

e. Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2015

dengan kategori jumlah penduduk dibawah l jutajiwa.

Peringtcat ke III Berlalu Lintas

fingkat



BAB tV

PEITUTT'P

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama triwulan I Tahun

Anggaran 2Ol9 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2Ot9 ini merupakan pertanggungiawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun zALg sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2Ol9 ini dapat dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasara.n, juga dilaporkan analisis
kinerja yang mencerrninkan keberhasilan dan kegagalan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif
dan efesien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Misi
dan Visi Kabupaten Hulu Srrngai Selatan.

Dengan Laporan capaian Kinerja Tahun Anggaran 2org ini
diharapkan dapat memberi\an gqmbaran Kinerja Dinas perhubungan

Kahupaten. Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupa.ten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, April20lg

Kepala Dinas,

ALI FACHIR, SH. MH.
Penata Muda Utama

NrP. 19590316 199103 1 001

#*%ffHil
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PERHUBUNGA1Y
Jalan Aluh ldutNo. 58 Telp./Fax (0517) 2rc37

Website http : I I dishub.hulusungaiselatankab.go.id
E-Mail : dishub.hulusungaiselafan@gmail.com

KAI\II}AIYGAN (7L2I2I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : OLl TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan taia kerja dan
efektivitas Pembuatan l,aporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, dipandang perlu dibuat Standar Operasional
Prosedur Pen5rusuna.nnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Standar Operasional Prosedur Pembuatan la,poran
Almntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Undang-Undang Nomor 27 Tah:un 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
asaal ;

3. Undang-undang Nomor L4 Tahun
Keterbukaan Informasi Rrblik.

2OO8 tentang

4. Undang-Undang Nomor 22 Taht;r: 2OO9 tentang I"alu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

2.



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Ptrblik.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Perattrran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1 ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambatran Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
567e1;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ot4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
PePelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik.

L L. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2OL4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLL
tentang Pembentulran Produk Hulmm Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69al;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);

l4.Perahrran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatrrr Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan ;

l5.Perahrran Daeratr Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
13 Tahun 2OL6 tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2OL6 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

l6.Perahrran Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6L Tahun
2Ot6 tentang Tugas Pokok, F\rngsi, Rincian Ttrgas dan Tata
Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah I(abupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2OL6 Nomor 62).



Menetapkan :

MEMUTUSI(AN :

Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara€rn urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatrran Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. I"aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
Laporan yang berisi ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
a.nggaran pendapatan dan belanja negara /xrggaran pendapatan
dan belanja daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINER.IA INSTANSI PEMERINTAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

' p"sal 2
(1) Kepala Sub Bagian Umum melaksanakan Pencatatan Surat

Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dan menyerahkan kepala Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(21 Berdasarkan surat Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan
[,aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas memberikan arahan kepada
Sekretaris selaku Koordinator Pen5rusunan untuk segera di
Tindak Lanjuti.

(3) Sekretaris Menyerahkan Copy surat Bupati Kepada Kepala Sub
Bagran Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya diserahkan
kepada para Kepala Bidang dan Ka Sub Bag terkait guna diproses
lebih lanjut.



Pasal 3

(1) Para Kepala Bidang men5rusun dan memberikan konsep serta
bahan LAKjIP kepada Sekretaris.

(21 Sekretaris bersama staf terkait mempelajari, mengkoreksi konsep
dan bahan l,AKjIP dari bidang-bidang dengan berpedoman pada
Ketentuan dan peratura.n yang berlaku.

(3) Sekretaris mengembalikan konsep dan bahan LAKjIP yang
diqiukan kepada bidang-bidang apabila terdapat kekeliman atau
ada hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau disesuaikan.

(4) Setelah diperbaiki oleh para Kepala Bidang dan dipandang sudah
cukup memenuhi ketentuan, Sekrataris menyerahkan konsep
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Kepala Dinas melakukan korektif terkait isi substantif konsep
LAKjIP, dan apabila terd.apat koreksi konsep naskah LAKjIP
dikembalikan kepada Sekretaris.

(2) Apabila Kepala Dinas menyetqjui atas naskah konsep LAKjIP,
maka dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan kepada
Sekretaris.

Pasal 5
Sekretaris melakukan Korektif terkait dengan Tata Naskah Dinas
atas konsep LAI{|IP yang telah mendapat persetujuan Kepala
Dinas.

Apabila Sekretaris menyetujui atas naskah konsep LAKjIP, maka
dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan kepada Staf
Pembantu, untuk dilakukan pengetikan final naskah LAKjIP.

Pasal 6
Naskah final LAKjIP dikoreksi akhir oleh Sekretaris berserta Staf
Pembantu untuk kemudian diajukan kepada Kepa1a Dinas untuk
ditanda tangani.

Pasal 7

Naskah linal L,AKjIP yang ditanda tangani Kepala Dinas, disampaikan
'kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diberikan
pengadministrasian dan selanjutnya didistribusikan kepada Bupati
dan Instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang belum diatur dalam
Peraturan Kepala Dinas ini sepanjang mengenai teloeis
pelaksanaErnnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(U

(2t



Pasal 9

Perahran Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Ikndangan
pada tanggal 26 Juni 2018

IIEPAI,A DItrAS,

ALI TACIIIR, SH. UH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19590316 199103 1 001
Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporanldi lkndangan.

2. Inspekhrr l(abupaten Hulu Sungai Selatan di IGndangan

f,-"R
w
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